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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri. 

Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak pidana dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar.

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. “Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan”.
  kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat. 

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan surat mengancam kepentingan masyarakat berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut di pidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan atas kebenarannya dari objek-objek itu.

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal. Contoh kasus pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn dengan terdakwa Dedy Surya dan Ismail Nasution yang di dakwa telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal Di Kantor Syahbandar Belawan (Studi Putusan Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn)”.

Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah  :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia ?

Bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal ?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak  pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn ?
Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia.

Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal.
Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak  pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn.

Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal.

Secara Praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pemalsuan surat pergantian kru kapal.
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